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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
x 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak  i   n a  a a   i a  i    a a  i   i    n an 
 an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا 
Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
ix 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah an yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
 َى... | َا... 
fatḥahdan alif 
a a yā‟ 
ā a dan garis di atas 
ى kasrah  anyā‟ i i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Ma būṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
    an   an  i   a i        a  a    n a i a              anya b   a   ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an  a i 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
xiii 
 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Ja ā a  (الله) 
Ka a “   a ” yan   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Nama : Devi Yuliana Ashar 
Nim : 10200114203 
Judul Skripsi : Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi dengan 
Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung 
(Perspektif Hukum Islam) 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kewenangan pemberian 
grasi oleh presiden menurut hukum nasional dan hukum Islam? 2) untuk mengetahui 
urgensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan grasi kepada presiden 
menurut hukum nasional dan hukum Islam?.  
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, dengan metode pendekatan normatif 
(doktrinal) dan pendekatan syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah data 
sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. 
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang 
mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah.  
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kewenangan pemberian grasi oleh 
presiden menurut hukum nasional diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam ketentuan 
Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan pemberian grasi berdasarkan Undang-
undang grasi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Dan 
kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi diatur dalam 
ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan kewenangan 
presiden menurut hukum Islam adalah kewenangan dalam hal pemberian maaf atau 
syafa’at dilakukan oleh ahlul bait dalam hal ini adalah mendapat pemaafan dari ahli 
waris ang terbunuh, dan yang kedua pemberian syafa’at atau pemaaf oleh Imam atau 
Penguasa. 2) Terhadap urgensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian 
grasi menurut hukum positif adalah untuk memperkuat checks and balances antar 
lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, dan urgensi pertimbangan pemaafan oleh 
imam atau penguasa menurut hukum Islam dengan melihat keadaan darurat atau 
alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran.  
Implikasi dari penelitian ini adalah 1) seorang pemimpin agar dapat senantiasa 
menunaikan amanat kepada yang berhak, dan menjatuhkan suatu hukum agar berlaku 
adil. 2) bila memberikan pertimbangan agar tidak menciderai unsur-unsur keadilan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum 
(rechsstaat) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan 
tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi 
dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun di 
depan hukum.
1
 Prinsip ini jelas tertuang di dalam pembukaan dan perubahan 
ketiga pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen ke-4, 
yang mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran falsafah negara 
pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.2  
Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem presidensil. 
Dalam Pasal 6A Undang-undang Dasar 1945 mengatakan presiden dan wakil 
presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3
 Dalam sistem pemerintahan presidensil ini 
terdapat hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 
Namun karena kuatnya otoritas yang dimiliki presiden timbul persoalan sehingga 
kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan presiden 
diusahakan untuk dibatasi.  Pembatasan kekuasaan presiden tersebut dilakukan 
dengan adanya perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, dimana salah 
satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan presiden di bidang yudisial, berkaitan 
                                                             
1
C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), h.177. 
2
Sjechul Hadi Purnomo, Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan (Surabaya: CV 
Aulia, 2004), h.322. 
3
Sahetapy J.E, Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik (Jakarta: 
Komisi Hukum Nasional RI, 2007), h.320. 
1 
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dengan kewenangan presiden dalam pemberian grasi. Pemberian grasi oleh 
presiden selaku kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan eksekutif atau 
yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif presiden untuk memberikan 
pengampunan.  
Menurut Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, 
presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan 
rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang pertama, 
ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal pemberian grasi 
dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, 
dan dalam hal memberi amnesti dan abolisi, presiden memperhatikan 
pertimbangan DPR.
4
   
Secara historis, hak prerogatif merupakan hak istimewa seorang raja, 
yang pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegraan di Kerajaan Inggris. 
Hak ini memberikan keistimewaan bagi penguasa politik untuk memutuskan 
sesuatu berdasarkan pertimbangan sendiri, uniknya putusan bisa dilakukan tanpa 
alasan apapun, kecuali kehendak pribadi dari sang pemimpin itu sendiri.
5
  
Hak prerogatif raja dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan 
rehabilitasi, hak dalam memberikan tanda kehormatan, maupun hak untuk 
memberikan gelar tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada parlemen pada 
waktu itu, sehingga hak tersebut memang mutlak berasal dari raja. Raja memiliki 
kuasa melawan hak inisiatif, yang berarti “hak untuk membuat peraturan” yang 
dimiliki oleh parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak sanksi atas keputusan 
                                                             
4
Abdul Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 
1945 dengan Delapan Negara Maju (Jakarta: Kencana, 2009), h. 104. 
5
Bagir Banan, Atur Hak Prerogatif Presiden (Jakarta: Majalah Figur, 2007), h. 16. 
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parlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan keputusan 
parlemen, dimana pelaksanaan suatu Undang-undang dapat dibatalkan dengan 
veto olehnya.
6
  
Secara teoritis, hak prerogatif presiden diterjemahkan sebagai hak 
istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan 
mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Hak 
prerogatif presiden merupakan ketentuan konstitusional dalam kekuasaan 
pemerintahan suatu negara. salah satu hak prerogatif presiden yang akan dibahas 
di dalam penelitian ini adalah grasi. Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki 
oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Presiden memberi grasi dan 
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.7 
Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi 
melalui keputusan presiden terhadap permohonan grasi, setelah mempehatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi adalah hak mutlak Presiden 
yang bersifat mandiri tanpa ada campur tangan dari lembaga yang lain. Proses 
pemberian grasi ini bersifat responsif bukan proaktif dari presiden.  
Pada prakteknya didalam hukum tata negara, presiden tidak sembarangan 
dalam memberikan grasi bagi terpidana. Presiden harus meminta pertimbangan 
dari Mahkamah Agung sebelum menggunakan hak prerogatifnya itu. 
Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung yang patut diperhatikan adalah: 
                                                             
6
M. Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 
46. 
7
Republik Indonesia, Undang-Undang  Dasar  1945, bab III , Pasal 14. 
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1. Presiden mempunyai kewenangan memberikan grasi berdasarkan 
konstitusi. 
2. Mekanisme pemberian grasi harus dijaga agar dapat dipertanggung-
jawabkan 
3. Pemberian grasi diberikan secara selektif 
Dengan memperhatikan uraian diatas, kaitan adanya pemberian grasi 
oleh  Mahkamah Agung secara tidak langsung membatasi atau menghilangkan 
kemutlakan dari esensi hak prerogatif yang dimiliki presiden. Ketika kekuasaan 
presiden terlalu besar dan bersifat absolut, maka amandemen UUD 1945 telah 
dilakukan guna memperkuat lembaga legislatif dan yudikatif untuk menghindari 
sifat absolutisme kekuasaan eksekutif. 
Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali 
pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis 
politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah 
merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan Undang-
undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam. 
Dalam hal ini Ibnu Taymiyyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang 
iman. Allah berfirman dalam QS al-Nisā/4:58-59. 
                          
                           
 
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                        
                     
                  
Terjemahnya:  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.Hai orang-orang yang beriman, 
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
8
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil sebuah pemahaman pertama, 
bahwasanya seorang pemimpin agar dapat senantiasa mereka menunaikan amanat 
kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil, 
dan selanjutnya pada ayat kedua, bagi rakyat diwajibkan untuk mentaati 
pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan. 
Oleh karena itu, menurut pendapat Ibnu Taymiyyah tugas pemerintah adalah 
menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang 
mungkin terjadi.
9
 Hal yang berkaitan dengan sistem khilafah Islam berdasarkan 
ayat di atas adalah prinsip-prinsip ketaatan, kekuasaan badan-badan eksekutif 
harus dibatasi dengan batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Lembaga legislatif 
haruslah bekerja berdasarkan musyawarah. Lembaga yudikatif haruslah bersifat 
                                                             
8
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah (Jakarta: Wali, 
2016), h.6. 
9
IbnuTaimiyah, Assiyasatus Syar‘iyyah fi Islair Ra‘i war-Ra‘iyyah; Pedoman Islam 
Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N (Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 9-10. 
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bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga ia 
dapat membuat keputusan sesuai dengan konstitusi, tanpa rasa takut atau 
penyimpangan.
10
 
Persoalan di atas menjadi alasan dalam penelitian ini, untuk mengkaji 
dan menganalisis secara mendasar baik itu dari segi yuridis, konsep, teori serta 
secara syar’i tentang hak prerogatif dalam sistem pemerintahan presidensil yang 
menempatkan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala 
pemerintahan, agar kita dapat memahami seperti apa idealnya kewenangan 
tersebut khususnya yang dimiliki presiden dan juga dapat memahami seberapa 
penting pertimbangan pemberian grasi oleh Mahkamah Agung kepada presiden. 
B. Rumusan Masalah 
Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka permasalahan 
berkisar pada kewenangan dalam pemberian grasi. Berdasarkan uraian latar 
belakang tersebut di atas, maka dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana 
kewenangan presiden dalam memberikan grasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. Dari pokok masalah tersebut, dirumuskan sub 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut hukum 
nasional dan hukum Islam?. 
2. Bagaimana urgensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan 
grasi kepada presiden menurut hukum nasional dan hukum Islam ?. 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
                                                             
10
Wahyudin G, Kepemimpinan Khalifah Usman Bin Affan, Telaah Kritis atas Gaya 
Kepemimpinan Nepotis (Cet.I; Makassar: Alauddin University press, 2011), h.49-51.  
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Agar uraian dalam skripsi ini lebih jelas dan terarah makna kata yang 
dimaksud dalam judul, maka dijelaskan beberapa kata pada judul yang dapat 
mengandung makna lain dan menimbulkan pemahaman yang keliru dari pembaca. 
1. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia, disamakan dengan 
kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk 
bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang atau badan lain.
11
  
2. Presiden, dalam kamus hukum berarti kepala negara bagi negara yang 
berbentuk republik.
12
 
3. Grasi, dalam kamus hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk 
memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh 
hakim untuk mengahapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau 
bentuk hukuman itu.
13
  
4. Pertimbangan menurut kamus hukum adalah pendapat (tentang baik dan 
buruk) yang meentukan nilai-nilai apa yang terkandung dalam sebuah 
kaedah.
14
 
5. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari 
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung 
membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama, 
                                                             
11
Kamal Hidjas, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan 
Daerah di Indonesia (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 35. 
12
JCT Simorangkir (et-al), Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 80. 
13
JCT Simorangkir (et-al), Kamus Hukum, h. 24. 
14
R. Subekti, Kamus Hukum (Jakarta: Pradinya Paramita,1971), h. 71 
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lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
15
 
Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, nasihat 
masalah hukum pada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila 
diminta. 
16
 
Berdasarkan judul skripsi, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup 
atau pokok dari pembahasan skripsi adalah “Kewenangan Presiden dalam 
Pemberian Grasi dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung 
(Perspektif Hukum Islam)”. 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu kewenangan presiden 
dalam pemberian grasi. Berikut penyusun sebutkan beberapa skripsi yang 
membahas tentang grasi. 
Pertama, skripsi saudara Wahyu Trisnawati, yang berjudul eksistensi 
grasi dalam perspektif hukum pidana. Rumusan masalah yaitu bagaimana 
eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana. Hasil penelitian bahwa grasi 
bukan merupakan upaya hukum, meskipun grasi dapat merubah status hukuman 
seseorang. Grasi dipandang sebagai hak prerogatif yang hanya ada di tangan 
presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan didalam KUHAP. Eksistensi grasi 
dalam perspektif hukum pidana grasi sebagai hak warga negara dan pemohon 
yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai warga negara 
yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada presiden sebagai 
pemimpin negara. Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif, pemberian grasi 
                                                             
15
JCT,. Simorangkir (et-al), h.49 
16
Pasal 27 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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bukan merupakan campur tangan presiden untuk memberikan ampunan. Grasi 
tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat 
menghilangkan kesalahan terpidana. 
Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penyusun adalah: rumusan 
masalah dengan skripsi tersebut yaitu bagaimanakah eksistensi grasi dalam 
perspektif hukum pidana, yang menjadi poin utamanya adalah penjelasan 
mengenai pemberlakuannya dan yang mendukung berlakunya grasi didalam 
aturan aturan hukum pidana bukan penjelasan siapa yang berwenang atau 
ditujukan kepada siapa grasi ini. Didalam penulisan skripsi penyusun yang 
menjadi pokok rumusan masalah adalah bagaimana kewenangan presiden dalam 
memberikan grasi. Yang menjadi poin utama dalam rumusan permaslahan ini 
adalah bagaimana kewenangan pemberian grasi oleh presiden perspektif hukum 
nasional dan hukum Islam, serta bagaimana urgensi pertimbangan Mahkamah 
Agung dalam pemberian grasi perspektif hukum nasional dan hukum Islam.   
Kedua, skripsi Nisfu Sya’ban yang berjudul hak presiden dalam memberi 
grasi. Dalam skripsi tersebut penyusun meneliti mengenai kedudukan hak yang 
dimilki presiden serta alasan-alasan presiden dalam pemberian grasi.
17
 Dalam 
penelitiannya saudara Nisfu Sya’ban menemukan beberapa penemuan. Yang 
pertama, terdapat tiga hal yang menyangkut kewenangan presiden: pertama, 
Kewenangan konstitusional presiden. Kedua kewenangan pemberian grasi 
berdasarkan Undang-undang grasi, yakni Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 
                                                             
17
Nisfu Sya’ban, “Hak Presiden dalam Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan 
Rehabilitasi”, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 1985), h.15. 
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2002 dan perubahannya Undang-undang RI Nomor  5 Tahun 2010 tentang grasi. 
Dan ketiga kewenangan untuk menolak atau mengabulkan.   
Dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas 
Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, pada pokoknya hanya 
mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan 
dan penyelesaian permohonan grasi. Yang kedua yaitu bahwa dalam undang-
undang grasi tidak pula membatasi siapa terpidana yang dapat mengajukan 
permohonan grasi apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. 
Adapun yang membedakan skripsi ini yaitu penyusun mengkaji dan 
menganalisis secara mendasar baik itu dari segi yuridis, konsep, teori serta secara 
syar’i tentang hak prerogatif dalam sistem pemerintahan presidensil yang 
menempatkan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala 
pemerintahan, agar dapat memahami seperti apa idealnya kewenangan tersebut 
khususnya dimilki presiden dan juga dapat memahami seberapa penting dan 
daruratkah pertimbangan Mahkamah Agung kepada presiden dalam hal 
pemberian grasi.  
Ketiga, skripsi Ahmad Dukan Khoeri yang berjudul analisis hukum Islam 
terhadap kewenangan presiden dalam pemberian grasi. Dalam penelitiannya 
saudara menemukan sejumlah temuan. Pertama, Menurut hukum nasional bahwa 
presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang 
telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan 
kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana serendah-rendahnya dua 
tahun penjara. Kedua, hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman 
atau grasi oleh presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat 
sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-
 11 
 
hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang 
boleh diampuni oleh kepala negara, dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada 
hak kepala negara untuk mengampuni hukuman.
18
 
Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari 
segi hukum tata negara dan hukum Islam bagaimana kewenangan presiden dalam 
memberikan grasi dan bagaimana urgensi Mahkamah Agung dalam memberikan 
pertimbangan pemberian grasi kepada presiden. Demikian beberapa skripsi yang 
membahas seputar grasi, namun dari semuanya tidak ada yang membahas 
mengenai analisis hukum tata negara dan hukum Islam terhadap pertimbangan 
Mahkamah Agung dalam pemberian grasi. 
Keempat, jurnal hukum pidana yang berjudul tinjauan yuridis mengenai 
pemberian grasi terhadap terpidana di Indonesia.
19
Dalam jurnal ini membahas 
masalah apa yang menjadi alasan pemberian grasi bagi terpidana dan bagaimana 
pengaturan hukum pemberian grasi terhadap terpidana dalam hukum nasional di 
Indonesia. Adapun alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberian grasi adalah 
faktor kemanusian dan faktor keadilan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena 
sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana 
yang dianggap “kurang adil” maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan 
untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusian dilihat dari keadaan pribadi 
terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan 
dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai 
                                                             
18Ahmad Dukan Khoeri,”Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam 
Pemberian Grasi”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Walisongo,2015), 
19
Triana Putrie Vinansari, “Tinjauan Yuridis mengenai pemberian grasi terhadap 
terpidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Pidana (Medan: Departemen Hukum Pidana, 2013),h.1. 
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suatu penghargaan terhadap kemanusian itu sendiri. Dan pengaturan hukum 
pemberian grasi di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Dan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. 
Adapun yang membedakan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu  jurnal 
ini membahas bagaimana alasan pemberian grasi dan pengaturan hukum 
pemberian grasi, sedangkan skripsi penulis membahas kewenangan presiden 
dalam memberikan grasi perspektif hukum Islam dan hukum nasional. 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan 
menggunakan kepustakaan sebagai sumber data utama, artinya data-data yang 
dikumpulkan bersumber dari kepustakaan, yakni berupa buku, enksiklopedi, surat 
kabar, kitab perundang-undangan dan lainnya yang bertalian dengan 
permasalahan yang dikaji. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif (doktrinal) dan pendekatan syar’i. Pendekatan normatif yaitu pendekatan 
penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum 
nasional maupun asas-asas hukum umum. Pendekatan syar’i merupakan sebuah 
pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan al-
quran dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan asas-
asas hukum yang berlaku  dalam hukum Islam. 
3. Sumber Data 
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Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, sumber data yang 
digunakan dalam penelitian pustaka (library research) adalah data sekunder 
(secondary data). Data sekunder yang digunakan terdiri atas sumber hukum 
primer dan sumber hukum sekunder. 
Bahan hukum primer, yaitu yang berasal dari literatur-literatur bacaan 
antara lain dari kitab undang-undang, buku-buku hukum administrasi negara, 
sumber bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya yang terkait. 
Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan lain-
lain. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan ini digunakan dua metode kutipan 
sebagai berikut: 
a. Kutipan langsung, yaitu langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain 
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan 
redaksinya. Mengutip pendapat dari sumber aslinya. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu merupakan kutipan tidak menurut kata-kata 
sesuai dengan yang dikutip, tetapi menurut pokok pikiran dan dinyatakan 
dalam kata-kata dan bahasa penyusun sendiri. Penulisan kutipan tidak 
langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan 
kejelasan. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, diadakan penelitian terhadap sumber data 
dalam rangka pengumpulan data. Adapun sumber data yang dimaksud adalah 
“Library Research”, yaitu mengumpulkan data dengan jalan membaca literatur-
literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan 
sub-sub masalah. Demikian pula penulis menggunakan metode “dokumentasi” 
yaitu mencari data mengenai hal-hal yang viable yang berupa catatan, transkrip, 
buku-buku, salinan dan naskah asli, surat kabar, majalah dan sebagainya. 
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5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kualitatif. 
Karenanya untuk mendapatkan rumusan yang diperlukan, penyusun mengolah 
data yang selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat 
mendukung pembahasan. Dalam mengolah data tersebut penyusun menggunakan 
metode: 
1) Metode Induktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat khusus, 
selanjutnya mengambil keputusan yang bersifat umum.
20
 
2) Metode Deduktif, yaitu penulis menganalisis data yang bersifat umum dan 
selanjutnya mengambil keputusan yang bersifat khusus.
21
 
3) Metode Komparatif, yaitu penulis membandingkan setiap data yang 
diperoleh baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk 
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.
22
 
b. Teknik Analisis Data 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode conten analysis yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menarik 
sebuah kesimpulan usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan 
secara obyektif dan sistematis. Metode conten analysis mengindikasikan sejumlah 
ciri, pertama teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang, 
kedua proses sistematis dan kategorisasi, yakni memproses teks secara sistematis 
dan kemudian memilah mana yang termasuk suatu kategori dan mana yang tidak 
                                                             
20
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet. XXIII (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 
66. 
21
Tim Penulis, Tips dan cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, h. 42. 
22
Tim Penulis, Tips dan cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, h. 43. 
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termasuk berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, ketiga proses analisa, dalam 
proses analisa ini haruslah mengarah kepada pemberian sumbangsih dan relevansi 
teoritis.  
Dan juga dalam proses ini haruslah berdasarkan pada deskripsi yang 
dimanifestasikan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Diskriptif artinya 
menemukan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala ini tidak 
sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi juga termasuk usaha-usaha 
mengemukakan hubungan satu gejala dengan gejala yang lain didalam aspek-
aspek yang tengah diselidiki. Sementara yang dimaksud analitis adalah ikhtiar 
memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala-
gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi 
suatu gejala, menilai suatu gejala, dan kemudian menetapkan hubungan antara 
gejala-gejala yang ditemukan. Dalam menganalisa data, penulis juga 
menggunakan metode komparatif deduktif, yaitu mengolah data yang ditemukan 
dari sumber data, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan situasi dan 
faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu 
dengan yang lain. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kewenangan pemberian grasi oleh 
presiden menurut hukum nasional dan hukum Islam. 
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b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi pertimbangan Mahkamah 
Agung kepada presiden dalam memberikan grasi menurut hukum nasional 
dan hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai 
berikut: 
1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat 
dipergunakan dan dimanfaatkan dalam buku pengetahuan serta sebagai 
dasar pijakan dalam amandemen ke-V UUD 1945 yang berkaitan dengan 
pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan kewenangan 
presiden dalam pemberian grasi perspektif hukum nasional dan hukum 
Islam. 
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum 
khususnya bagaimana memandang pertimbangan Mahkamah Agung 
kepada presiden dalam pemberian grasi. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan 
hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak 
penegak hukum dan para wakil rakyat di DPR dalam mengambil keputusan guna 
mewujudkan tujuan hukum. 
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BAB II 
KONSEP GRASI MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM  
A. Pengertian Grasi 
Ditinjau dari sudut bahasa, istilah grasi berasal dari bahasa latin, gratie 
yang berarti pengampunan. Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum diseluruh 
dunia. Di Belgia grasi dikenal dengan istilah genade. diberbagai sistem hukum 
negara,  ada beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi tersebut, di 
Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah pardon yang artinya 
pengampunan dan istilah clemency atau executive clemency yang artinya 
pengampunan secara luas, di negara-negara yang berbentuk monarki, seperti 
Spanyol dipergunakan istilah pardon dan royal prerogative Mercy atau clemency 
atau graces, begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, Iran. 
Dalam aplikasinya pardon dan clemency mempunyai arti dan implikasi 
yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara 
hanya digunakan istilah pardon saja, seperti Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. 
Istilah-istilah yang terkait dengan terminologi pardon (pengampunan) adalah 
commutation yang artinya pergantian atau peringanan jenis hukuman, remission 
yang artinya penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau denda, reprieve 
yang artinya penundaan sementara atas hukuman, amnesty yang artinya 
penghapusan kejahatan. Maka istilah clemency secara luas adalah mencakup  
makna-makna terminologi tersebut diatas hanya mengandung makna kata amnesty 
dan pardon.
1
 
                                                             
1
Amnesty and Pardon, Terminology and Etymology.http://law.jrank.org/pages/505/ 
Amnesty-Pardon-Terminology-Etymology.html/http://en.wikipedia.org/wiki/pardons (4 Desember 
2017).  
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Secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda gratie atau genade 
yang berarti rahmat. Pengertian grasi dalam arti sempit berarti merupakan 
tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau 
penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh 
hakim.  
Grasi dalam kamus hukum adalah wewenang dari kepala negara untuk 
memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim 
untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat atau bentuk 
hukuman tersebut.
2
 
Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 menyebutkan 
tentang grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, 
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh 
presiden.
3
 
  Dalam prakteknya di Indonesia, istilah yang terkait dengan grasi adalah 
amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta remisi. Istilah amnesti, berasal dari bahasa 
Yunani amnestia yang artinya melupakan. Pengertian amnesti, ialah hak yang 
diberikan presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan 
penghentiannya sekaligus penghapusan hak (menyuruh) melaksanakan pidana dari 
penuntut umum terhadap pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana tertentu demi 
kepentingan negara. Amnesti ini biasanya diberikan pada hari peringatan 
Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 
  Istilah abolisi berasal dari kata abolition yang berarti tindakan untuk 
mengakhiri sesuatu atau untuk menghentikan sesuatu. Pengertian abolisi, 
                                                             
2
JCT Simorangkir, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.58. 
3
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 1 
Ayat (1).   
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merupakan hak yang di berikan presiden untuk menghapuskan hak penuntutan 
dari penuntut umum dan penggantiannya apabila sudah dimulai, terhadap pelaku-
pelaku tindak pidana tertentu.
4
 
 Istilah rehabilitasi berasal dari kata rehabilitation yang artinya 
pengembalian hak. Pengertian rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden 
dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu 
keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan 
yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan 
perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus 
rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini 
tidak tergantung kepada Undang-Undang tetapi pada pandangan masyarakat 
sekitarnya. 
 Sedangkan istilah remisi berasal dari kata remission yang artinya 
pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi pengertian remisi adalah 
pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana 
yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.
5
 
B.  Sejarah Grasi 
 Pemberian Grasi telah dikenal dan diberlakukan sejak lama yaitu di abad 
ke-18 di zaman kerajaan absolut di Eropa. Pada mulanya Grasi merupakan hadiah 
atau anugerah pada raja (Vorstelike gunst) yang memberikan pengampunan 
kepada orang yang dijatuhi hukuman. Tindakan pengampunan ini didasarkan 
kepada kemurahan hati raja yang berkuasa. Raja dipandang sebagai sumber dari 
                                                             
4
Ishaq dan Efendi , Pengantar Hukum Indonesia  (Cet. IV; Depok : Rajawali Pers , 2017), 
h. 237. 
5
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, 
Pasal 1 Ayat (1) 
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kekuasaan termasuk sumber keadilan dan hak mengadili sepenuhnya berada di 
tangan raja, di Eropa pada abad pertengahan kekuasaan untuk memberikan 
pengampunan diselenggarakan oleh berbagai badan, termasuk gereja katolik roma 
dan penguasa lokal tertentu, tetapi pada abad keenam belas biasanya kekuasaan 
ini terkonsentrasi di tangan raja. Dalam pasca reformasi Inggris, hak prerogatif 
kerajaan sebagai kemurahan hati raja/ratu digunakan untuk tiga tujuan utama: 
1. Sebagai pendahuluan pada pembelaan diri yang belum diakui, kegilaan, 
dan atau minoritas. 
2. Untuk mengembangkan metode baru menangani paara pelaku yang belum 
diakui oleh Undang-undang, dan 
3. Untuk menghilangkan atas diskualifikasi tuduhan kriminal.6 
 Selama abad kedelapan belas kekuasaan penguasa untuk memberikan 
pengampunan, menjadi perdebatan anatara para sarjana. Dukungan datang dari 
sarjana penganut aliran hukum (natuurrechtelike school) sedangkan kritikan 
datang dari para ahli filsafat dan ahli ilmu kejahatan.
7
 Dalam kasus-kasus 
pengampunan individu mendapat kritikan tajam, terutama oleh Cesare Beccaria 
dalam esai terkenalnya On Crimes and Punishments.
8
 Hak penguasa untuk 
mencampuri pelaksanaan Undang-undang dianggap sebagai macam bagi konsep 
pemisahan kekuasaan dalam pengurangan otonomi baik legislatif dan yudikatif, 
meskipun Montesquieu, sebagai penggagas konsep pemisahan kekuasaan, tidak 
menentang kekuasaan untuk memberikan grasi atau memberikan pengampunan. 
                                                             
6Amnesty and pardon “Terminology and Etymologi”. http://law.jrank.org/pages/505/ 
Amnesty-Pardon-Terminology-etymologi.html/http://en.wikipedia.org/wiki/pardons (4 Desember 
2017). 
7
Dikutip dari Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, Kekuasaan Presiden dalam 
UUD 1945 (Jakarta: CV Trisula, 1998), h. 20. 
8
A. Ishni Bukit Tinggi,”Hak Preogratif  Presiden dalam Pemberian Grasi setelah 
Perubahan UUD 1945”, Skripsi (Yogykarta: Fak. Hukum Universita Islam Indonesia,2013), h. 18. 
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Intervensi tersebut juga terlihat sebagai hal yang merugikan efek jera hukum, 
yang didasarkan pada sifat hukum yang berkekuatan tetap yang dapat ditawar-
tawar pada pelaksanannya. Akhirnya, penggunaan grasi yang merajalela 
dipandang sebagai sumber ketidakpastian, korupsi dan penyalahgunaan. 
 Kritik-kritik ini membuahkan hasil setelah pecahnya revolusi Perancis 
dengan diterapkannya KUHP pada tahun 1791, yang menghapuskan semua 
kekuasaan pengampunan dalam hubungannya dengan pelanggaran yang dapat 
diuji oleh juri. Namun, kemenangan-kemenangan para kritikus berumur pendek, 
untuk kekuasaan memberikan grasi atau mengampuni dihidupkan kembali ketika 
Napoleon Bonaparte menjadi penguasa seumur hidup ditahun 1802. Gema 
kontroversi abad kedelapan belas itupun masih berkumandang hingga saat ini.
9
  
C. Landasan Hukum Penggunaan Grasi 
1. Pemberian Grasi sebelum Perubahan UUD 1945 
 Pemberian grasi diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 yang 
berbunyi, presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pasal tersebut 
mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan 
pengampunan presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari 
cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan presiden 
mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 
1945, dalam kekuasaan ini presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh 
presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan 
non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian 
grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana 
                                                             
9Amnesty and pardon “TerminologyandEtymologi”. http://law.jrank.org/pages/505/ 
Amnesty-Pardon-Terminology-etymologi.html/http://en.wikipedia.org/wiki/pardons (4 Desember 
2017). 
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atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan 
hukum tetap.
10
   
 Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkan pada kemurahan hati 
orang yang berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagai sumber keadilan dan 
hak pengadilan sepenuhnya berada di tangannya, maka tindakan pengampunan itu 
semata-mata didasarkan pada hasrat untuk memberi ampun dan belas kasihan 
kepada orang yang berdosa. Oleh sebab itu, dengan memiliki kekuasaan 
pengampunan yang mutlak dan mandiri, presiden tampak seperti raja atau ratu. 
 Pada perkembangan selanjutnya anggapan terhadap grasi bergeser bahwa 
fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan untuk mengoreksi 
ketidakadilan dalam proses peradilan, bahwa hukuman yang diterima terpidana 
lebih berat dari seharusnya, di samping tujuan mengadakan koreksi terhadap 
keputusan pengadilan, makan pengampunan itu juga dapat diberikan karena 
pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan 
keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusian juga ikut menjadi bahan 
pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunan tersebut. Konstitusi pada saat 
itu tidak menjelaskan mekanisme dan prosedur pengampunan, oleh karenanya, 
perlu dibuat peraturan pelaksanannya. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan 
grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1950. Namun jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur dalam beberapa 
peraturan pemerintah. Tujuan grasi diatur dalam peraturan pemerintah karena 
untuk menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat 
dilaksanakannya hukuman dan karena untuk membela dan menegakkan 
kepentingan negara. 
                                                             
10
Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002.” 
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a. Menurut Peraturan Perundangan Masa Kemerdekaan 
 Pengaturan grasi pada masa penjajahan Belanda diatur dalam 
Gratieregeling dalam Staatblad Tahun 1933 Nomor 2 dan Verodening Militair 
Gezag tanggal 12-XII-1941 Nomor 108/D.v.O;, kemudian pada masa 
kemerdekaan peraturan mengenai grasi dalam beberapa peraturan pemerintah 
yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1947 yang memuat tata cara 
pelaksanaan permohonan ampun kepada presiden, kemudian diubah menjadi 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1947, yang memuat perubahan 
peraturan sebelumnya dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1947 juga 
memuat perubahan peraturan sebelumnya. Pada tahun 1948, Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1948 dan terakhir 
diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1948.
11
 
 Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1948, mengatur 
permohonan grasi yang ditetapkan karena adanya perubahan susunan dan 
kekuasaan pengadilan atau kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. 
Menurut peraturan ini, hukuman yang dapat dimohonkan grasi adalah atas 
hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan 
Negeri, Pengadilan Kepolisian, Mahkamah Tentara Agung, Mahkamah Tentara 
dan pengadilan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
12
 Permohonan 
grasi dapat menunda eksekusi hukuman mati, hukuman tutupan, penjara dan 
kurungan termasuk hukuman kurungan pengganti, kecuali jika hukuman tersebut 
telah dijalankan, maka tidak dapat dihentikan atas permohonan terhukum 
                                                             
11
JE Sahetapy, Mekanisme Pengawasan Hak-hak Presiden dalam http: 
//wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html, diakses pada 
tanggal 4 Desember 2017. 
12
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah. Nomor 67 Tahun 1948, Pasal 1. 
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berdasarkan permohonan grasi dan permohonan grasi juga tidak dapat menunda 
hukuman denda.
13
 
b. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan grasi, ini 
dapat disebut dengan Undang-undang grasi. Di dalam pasal-pasalnya tidak banyak 
membahas ketentuan formil, namun lebih banyak mengatur ketentuan yang 
sifatnya materil. Tidak terdepat ketentuan umum yang menjelaskan pendefinisian 
atas hal-hal yang diatur didalamnya. Permohonan grasi pada presiden dapat 
diajukan oleh orang yang dihukum (terpidana) atas hukuman-hukuman yang 
dijatuhkan oleh orang keputusan Kehakiman, baik militer maupun sipil, yang 
telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang ini tidak dikenal 
pembatasan jenis putusan pemidanaan apa saja yang boleh dimohonkan grasinya. 
Artinya segala jenis hukuman apapun yang diputus oleh hakim dapat dimohonkan 
grasi, termasuk hukuman berat atau ringan, baik hukuman tutupan, penjara dan 
kurungan, hukuman denda atau hukuman kurungan pengganti maupun hukuman 
mati. 
 Subyek pemohon pengajuan grasi ini adalah orang yang dihukum dan 
pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baru dapat diterima jika 
permohonan grasi tersebut mendapat persetujuan dari orang yang dihukum. 
Namun khusus untuk hukuman mati, permohonan pengajuan grasi boleh tanpa 
persetujuan dari orang yang dihukum. Istilah pihak lain tidak dijelaskan lebih 
lanjut, maka berarti keluarga si orang yang dihukum ataupun kuasa hukumnya.
14
 
Para pihak ini berhak mendapatkan salinan atau petikan keputusan hakim atau 
                                                             
13
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah. Nomor 67 Tahun 1948, Pasal 2, 3, 4 
14Republik Indonesia, “Undang-undang RI  Nomor  3 Tahun 1950,”Pasal 6 Ayat (4) 
  
25 
 
pengadilan dan kesempatan untuk melihat surat-surat pemberitaan.
15
 Jika orang 
yang dihukum tidak mengajukan permohonan grasi karena jabatannya sehingga 
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8,9,10 dan 11 berlaku juga.
16
 Pasal ini 
cukup kontradiktif, mengingat hakim atau ketua pengadilan negeri yang 
menjatuhkan vonis kepada terpidana, tetapi juga mempunyai hak untuk 
mengajukan permohonan grasi kepada presiden. 
Tenggang waktu yang diperlukan untuk memajukan sebuah permohonan 
grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh keputusan hakim di Pengadilan. 
Jika hakim memutuskan hukuman biasa maka tenggang waktunya adalah 14 hari, 
terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan tetap dan dalam pemeriksaan 
ulangan maka tenggang waktunya 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah 
keputusan diberitahukan pada orang yang dihukum.
17
 Jika hakim memutuskan 
hukuman mati, maka tenggang waktu untuk mengajukan grasi adalah 30 hari 
terhitung mulai esok hari keputusan tetap, dalam pemeriksaan ulangan yang 
dijatuhkan oleh pengadilan ulangan maka tenggang waktunya 30 hari terhitung 
mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang 
dihukum.
18
  
 
 
                                                             
15
Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1950,” Pasal 7 Ayat (1) dan 
(2). 
16
Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1950,” Pasal 12. Hal ini juga 
diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 1986 
17
Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1950,” Pasal 5 Ayat (1) dan 
(2). 
18
Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor  3 Tahun 1950,” Pasal 2. 
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2. Pemberian Grasi setelah Perubahan UUD 1945 
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi yang 
dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak 
sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku dan substansinya 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. 
a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 
 Perubahan mengenai kekuasaan presiden termasuk prioritas dalam 
agenda perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. Finalisasi pembahasan 
pasal 14 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP, MPR, Rapat Paripurna 
SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.
19
 Maka, rumusan pasal 
14 UUD RI 1945 adalah sebagai berikut: 
1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. 
2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya implikasi dari 
perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodesasi regulasi 
yang diatur dalam pemberian grasi, sebagaimana menurut Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2002 dan perubahannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2010. 
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal. 
Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-undang 
                                                             
19
Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: 1999), h. 64. 
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Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah. Ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) 
diubah, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi: 
1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap 
2) Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden 
3) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud 
4) Pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana  
5) Penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 
6) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diajukan 1 (satu) kali. 
 Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) 
kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan 
pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif.
20
 
Perubahan ketentuan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2002 lainnya yaitu 
penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu Pasal 6A yang 
berbunyi: 
1) Demi kepentingan kemanusian dan keadilan menteri yang membidangi 
urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat 
meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 
mengajukan permohonan grasi. 
2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan 
melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
                                                             
20
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 10 Tahun 2010,” Pasal 2. 
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6 dan pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada 
presiden. 
 Perubahan berikunya mengenai penetapan jangka paling lama 1 (satu) 
tahun suatu permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7 ayat 2). Ketentuan pasal 10 juga 
diuabh menenai jangka waktu Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan 
tertulisnya kepada Presiden yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 
ditentukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan 
permohonan dan berkas perkara, kini diubah menjadi paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas 
perkara. 
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 menetapkan untuk menyisipkan 1 
(satu) pasal yakni Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Bab IV yang menyatakan 
bahwa permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2002 diselesaikan paling lambat 22 Oktober 2012. 
Kepada terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012, jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
dimaksud pasal 7 ayat (2) dihitung sejak undang-undang ini berlaku. Undang-
undang yang mengatur grasi yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 
22 Tahun 2002 jo, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010.  
D. Grasi dalam Perspektif Hukum Islam 
1. Pengertian Grasi 
 Dalam Islam jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang 
termaktub dalam konstitusi dan Undang-undang, bahwa grasi merupakan suatu 
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pengampunan yang diberikan oleh penguasa yang dalam hal ini seorang presiden. 
Maka, dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, 
dengan istilah al-syafa‟at ( ةعافشلا ), baik pengampunan tersebut diberikan oleh 
pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak 
kejahatan. Dalam hukum Islam yang menjadi dasar adanya pengampunan menurut 
Ahmad Fathi Bahansi
21
 Allah berfirman dalam QS al-„Imran/3:155. 
                     
Terjemahnya : 
Dan sesungguhnya Allah Telah memberi ma'af kepada mereka. 
Sesungguhnya   Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
22
 
Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:56. 
                   
Terjemahnya: 
Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
23
 
 Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:237. 
                          
        
Terjemahnya :  
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Ali Fathi Bahansi, al-Uqubat fi al-fiqh al-Islami (Bairut: maktabah al-arobiyyah, 1961), 
h. 219. 
22
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, h.36. 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, h.13. 
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Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu 
melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat 
segala apa yang kamu kerjakan.
24
 
 Kata al-‘afwu ( وفعلا ) merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan 
kata al ( لا ) di depannya, atau disamakan dengan kata ‘afwun  ( وفع) dalam bentuk 
masdarnya, yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, dan 
pemaafan.
25
 Sementara kata al-‘afwu ( وفعلا ) menurut istilah sebagaimana yang 
didefinisikn oleh ulama ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya 
al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani 
hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.
26
 
 Selanjutnya, kata al-syafa’at ( ةعافشلا ) dalam kamus bahasa arab 
merupakan lawan kata dari al-witru ( رتولا ) atau ganjil yang mengandung arti 
genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.
27
 Sebagaimana 
perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau 
menolak kejahatan. Adapun kata al-syafa’at ( ةعافشلا ) sendiri berasal dari kata 
syafa’a (   ََعفَش ) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggadakan 
sesuatu dengan sejenisnya. 
 Sehingga dari pengertian diatas dalam penelusuran kepustakaan hukum 
Islam kata al-‘afwu ( وفعلا ) dan kata al-syafa’at ( ةعافشلا) mempunyai kesamaan 
makna dengan grasi sebagaimana yang didefinisikan Fakhruddin al-Razi (ahli fiqh 
mazdhab Maliki) dengan makna, suatu permohonan dari seseorang terhadap orang 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, h.20. 
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Abdul Aziz Dahlan (et,al.), Ensiklopedi Hukum Islam, h. 30 
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Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, Mujmal al-Lughat, (Beirut: Dar 
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lain agar keinginannya dipenuhi.
28
 Dengan kata lain, al-‘afwu dan al-syafa’at 
sendiri dalam dunia peradilan Islam juga mempunyai arti khusus, seperti yang 
dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli 
hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab al-Ta’rifat (definisi kamus 
istilah-istilah penting dalam Islam) menurutnya al-syafa’at adalah suatu 
permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap 
suatu tindak pidana yang telah dilakukan. 
2. Dasar Hukum Grasi 
a.  Al-Quran 
1) QS al-Baqarah/2: 178 
                         
                         
                           
               
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa 
yang sangat pedih.
29
 
                                                             
28
Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedia Hukum Islam, h. 411 
29
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, h.15. 
  
32 
 
 Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadis yang 
diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa‟id bin Jubair 
berdasarkan ayat tersebut diatas yaitu jika pembunuhan itu dilakukan dengan 
sengaja, maka orang merdeka di kisas dengan orang merdeka. Hal itu dikarenakan 
pada masa Jahiliyyah sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua 
kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada diantara mereka yang 
terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum 
wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai 
mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap 
kelompok lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah 
untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan 
seorang merdeka dari mereka.  
 Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris 
terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan 
darah tersebut. Yang dimaksud wewenang disini adalah justifikasi sebagai ahli 
waris korban untuk menuntut kisas atau memberi pengampunan terhadappelaku 
pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul suatu prinsip hukum islam bahwa dalam 
hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan 
ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk 
memberikan ampunan.
30
  
 Yang dimaksud dengan pemaafan menurut Imam Syafi‟I dan Imam 
Ahmad adalah memafkan kisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan 
menurut Imam Malik dan Imam Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa 
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dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku terhukum. Jadi menurut dua ulama terakhir 
ini pemaafan adalah pemaafan kisas tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan 
diyat itu, bukan pemaafan melainkan perdamaian. Orang yang berhak 
mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas kisas dan pemaafan. 
Kisas juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga korban. Memaafkan 
orang melakukan pembunuhan atau pelukaan dari korban atau keluargnya sangat 
didorong dan sangat terpuji walaupun demikian tidak berarti pelaku atau orang 
yang melukai tidak dihukum sama sekali.
31
 
 Dalam surat lain Allah juga menganjurkan pada kita untuk lebih dapat 
memaafkan dari pada membalas terhadap orang yang melakukan keburukan. 
Allah berfirman dalam QS al-A‟raf/7:199 
                     
Terjemahnya :  
Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
32
 
Allah berfirman dalam QS al-Nisā/4 : 85  
                       
                      
Terjemahnya : 
Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan 
memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi 
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syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
33
 
 Ayat ini mengandung arti bahwa syafa‟at ada di dunia dan diberikan oleh 
seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang 
dimiliki seseorang dalam memberikan syafa‟at tersebut. Oleh karena itu, secara 
umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa‟at berupa 
bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan 
orang yang meminta syafa‟at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga 
menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. Hamka dalam tafsir al-Azhar 
menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan 
yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangnnya sebab beliau sendiri yang mula-
mula di perintahkan Tuhan. 
 Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya dia 
akan mendapat keuntungan atau nasib. Tetapi barang siapa yang menggenapkan 
itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau 
enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebab 
syafa‟at yang buruk itu. Jarullah al- Zamakhsari didalam tafsirnya al-Kasyf 
menyebutkan, bahwa syafa‟at yang baik adalah yang digunakan untuk memelihara 
sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap 
hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukam mengharapkan rasywah 
(uang suap).  
Maka dari itu, hendaklah yang di syafa‟atkan itu dalam perkara yang 
dibolehkan oleh syara‟ bukan didalam usaha melanggar batas-batas yang 
ditentukan oleh Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.
34
 Dengan kata lain 
memberikan syafa‟at dalam surah al-Nisā ayat 85 ini supaya seseorang ataupun 
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sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali 
memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa‟at diberikan supaya 
kembali untuk berbuat kebaikan.  
Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut barang siapa yang 
memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja syafa‟at yang baik, 
yakni menjadi perantara sehimgga orang lain dapat melaksanakan tuntunan 
agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan 
orang lain dapat mengerjaka kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagia 
pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan 
barangsiapa yang memberi syafa‟at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya 
suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul 
sebahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.
35
    
b.  Al-Hadis 
 Ada sejumlah keterangan dalam beberapa kitab hadis terkait 
pengampunan, diantaranya yaitu bahwa pengampunan juga dianjurkan dalam 
suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. 
Sebagaimana hadis yang riwayat Aisyah r.a sebagai berikut: 
  ع  ن   ع  ئا  ش  ة   ق  لا  ت  ق :  لا   ر  س  و  ل  
 للا   ص  ىل   للا   ع  ل  ي  ه   و  س  ل  م :  إ  د  ر  ء   لا او  د  و  د   ع ن   ا  
ل  س 
 ل  م   ي   م  سا ا  ت  ط  ع  ت  م ,
  ف  إ  ن    ك  نا   ل  ه    م  ر ٌج   ف  خ  ل  و  س ا  ب  ي  ل  ه  ف ,  إ ن   ا  ل  م  ما  أ  ن    ي  ط  ئ   ف لا   ع  ف  و   خ  ي ٌر  
 م  ن  أ  ن    ي  ط  ئ   ف لا   ع  ق  و  ب 
 ة   ها و ر(
  م رُّ تلا ُّي
 ذ)ًاف و  ق و م و ًاع و  ف ر م  
Artinya : 
“Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: hindarilah 
oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama 
muslim semampu mungkin, jika ada jalan keluar untuk menghindar lakukan, 
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sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam 
menjatuhkan hukuman”.36 (HR. Tirmizi) 
 Maksud dari sabda Nabi tersebut merupakan suatu sandaran hukum bagi 
seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, baik oleh 
seorang hakim maupun penguasa, bilamana menemukan keraguan dalam menilai 
suatu jarimah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau 
qadli dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan 
suatu perkara. Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh serta merta 
begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku 
jarimah tersebut telah diajukan kepadanya.  
c. Pendapat Fuqaha 
 Pengampunan dalam jarimah hudud, fuqaha sepakat dalam hal pemberian 
pengampunan (al-‘afwu atau al-syafa’at) diperbolehkan meskipun jarimah 
tersebut yang berkaitan dengan perkara hudud selama perkara tersebut belum 
diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan 
mendasarkan pada keterangan hadis yang berkaitan dengan pencurian. Maka, 
demikian juga dengan perkara jarimah yang diancam dengan hukuman hudud 
yang lain juga diperkenankan pemeberian pengampunan.
37
 
 Mengenai ketentuan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak 
pidana, telah banyak dipraktekkan oleh sebagian besar para sahabat Nabi dan 
fuqaha. Mereka lebih menyukai untuk memberikan syafa‟at kepada pelaku tindak 
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pidana tersebut, karena memberikan maaf merupakan amaliyah yang dianjurkan 
Allah. Allah berfirman dalam QS al-A‟raf/7:199.  
                      
Terjemahnya : 
Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
38
 
 Menurut pandangan Abu Zahrah, dalam jarimah hudud pengampunan 
yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke Pengadilan tidak dikatakan 
sepenuhnya menggugurkan dari suatu jarimah tersebut, namun hanya mecegah 
atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja (seperti potong tangan), 
sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan 
peralihan menjadi hukuman ta‟zir, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas 
perbuatannya dan guna menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, 
jika waliyyul amri mengetahui dan menurut penilainnya itu lebih membawa 
kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.
39
   
 Yang menjadi pertanyaannya ialah pengampunan dalam jarimah hudud 
yang telah sampai ke Pengadilan baik jarimah tersebut belum diputuskan atau 
sudah diputuskan oleh hakim, namun pelaksanaan hukumannya belum 
dilaksanakan, apakah pengampunan tersebut berpengaruh terhadap sanksi yang 
akan diterima oleh terdakwa? fuqaha telah sepakat bahwa pengampunan tersebut 
mendiponeri alias tidak berpengaruh sama sekali dari putusan yang sudah dan atau 
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akan diputuskan oleh hakim. Seperti zina, penjahat dan pencuri sebagaimana ini 
pendapat fuqaha yang paling kuat, karena menurut pendapat mereka (fuqaha) 
hukum had sebagaimana zina maupun penjahat, merupakan hak prerogatif Allah 
dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum had tersebut, dan adapun had 
yang lain seperti pencuri, meskipun ada sebagian hak yang dimilki oleh seorang 
hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka (seorang 
hamba) tidak ada kewenangan untuk menentukan atau merubah ketetapan atas 
tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas pelakunya, sehingga tidak satu 
orangpun yang berhak untuk menggugurkan pidana tersebut.
40
 
 Sementara dalam jarimah hudud yang berkaitan jiwa kisas-diyat telah 
jelas adanya pemaafan sebagaimana tuntunan yang diajarkan Allah dalm surah al-
Baqarah ayat 178 dan sabda Nabi bahwa pemberian maaf lebih diutamakan dari 
melakukan pembalasan (melakukan justifikasi dalam penuntutan kisas).  
 Namun dengan mekanisme dan aturan yang sesuai dengan apa yang 
diajarkan dalam al- Qur‟an dan al-Hadis, yang mana pengampunan hanya dapat 
dilakukan oleh korban atau wali dari korban itu sendiri, bukan dari ulil amri atau 
lainnya. Kemudian, fuqaha hanya berbeda pendapat dalam hal pengertian 
pemberian maaf yang secara cuma-cuma ataupun yang meminta dengan ganti 
diyat itu sendiri.  
 Sebagaimana menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, 
menganggap pelepasan hak kisas dengan ganti diyat bukan sebagai pengampunan 
(al-‘afwu), melainkan rekonsiliasi (alshulh), karena menurut keduanya, kewajiban 
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kisas atas tindak pidana disengaja bersifat ‘aini (terbatas kepada diri pelaku 
sendiri), juga karena diyat tidak wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela 
membayarnya. Karena itu, apabila pengguguran kisas dengan ganti yang murni 
timbul dari satu pihak yakni korban atau walinya, tanpa membutuhkan persetujuan 
dari pihak lainnya yakni pelaku. 
 Pengampunan dalam jarimah ta‟zir Abdul Qadir Audah menerangkan, 
telah disepakati oleh fuqaha bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang 
sempurna pada semua tindak jarimah ta‟zir. Karena itu, penguasa boleh 
mengampuni suatu tindak pidana ta‟zir dan hukumannya, baik sebagian maupun 
keseluruhannya. Meskipun demikian, fuqaha berbeda pendapat tentang boleh 
tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana ta‟zir 
tau terbatas pada sebagian saja.
41
 
  
 
                                                             
41
Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, 
Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt), h. 
171. 
 40 
 
 
 
 
BAB III 
PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA MENURUT HUKUM 
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM 
A. Alasan Dasar Pemberian Grasi  
 Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak 
menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat 
diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 
tentang grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh presiden untuk 
mendapatkan pengampunan dan atau untuk mengajukan keadilan hakiki dan 
penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus 
mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian 
kemanusiaan dan keadilan. Menurut Utrecht, ada 4 (empat) alasan pemberian 
grasi yaitu sebagai berikut: 
1. Kepentingan keluarga dari terpidana 
2. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat 
3. Terpidana berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan dan 
memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.
1
 
 Menurut J.E Sahetapy, alasan yang memungkinkan presiden untuk 
memberikan grasi adalah sebagai berikut :
2
 
1. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita ppenyakit parah yang tidak 
dapat disembuhkan. 
2. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada 
perkembangan yang belum di pertimbangkan oleh hakim pada waktu  
3. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian 
rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan 
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reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas 
dari kasus abolisi dan amnesti. 
4. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu menolak misalnya sehabis 
revolusi atau peperangan.  
Menurut Satochid Kertanegara, alasan-alasan pemberian grasi yaitu:
3
 
1. Untuk memberbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri 
yang dianggap dalam beberapa hal yang kurang adil, misalnya apabila 
dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan 
mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum 
sedang mempunyai penyakit yang parah. 
2. Demi kepentingan Negara 
B. Pelaksanaan dan Mekanisme Pemberian Grasi 
1. Pelaksanaan Pemberian Grasi 
 Kedaulatan yang dianut dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah 
kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 
Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Dalam Pasal 1 ayat 3 
Undang-undang Dasar menjatuhkan Indonesia sebagai Negara Hukum, segala 
tindakan penyelenggaraan  Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada 
konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Maka, pelaksanaan demokrasi juga 
harus berdasarkan pada aturan hukum yang berpucuk pada Undang-undang Dasar 
Tahun 1945.
4
 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping 
Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi dalam bidang hukum 
(Amandemen Undang-undang Dasar 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung 
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tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung 
hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. 
5
 
 Peraturan perundang-undangan memberikan sejumlah kewenangan 
kepada Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai 
berikut. Pertama, wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, 
sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, wewenang menguji peraturan 
perundang-undangan dibawah Undang-undang. Ketiga, kewenangan lain yang 
diberikan oleh Undang-undang. 
 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan grasi di Indonesia, Mahkamah 
Agung diberikan mandat oleh Undang-undang untuk memberikan pertimbangan 
atas permohonan grasi yang diajukan kepada presiden untuk mendapatkan putusan 
dari Presiden. Wewenang Mahkamah Agung memiliki satu peranan penting dalam 
pengajuan grasi sehingga dapat diperiksa dan diputuskan oleh presiden, 
Mahkamah Agung dapat membatasi setiap pengajuan grasi kepada presiden oleh 
Pengadilan yang mengajukan.
6
 
2. Mekanisme Pemberian Grasi  
 Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 
telah disebutkan bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis 
yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. 
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang 
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. 
Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan 
                                                             
5
Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945 
(Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), h.247.   
6
Reza Donald Waakambing, Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi dalam Lex 
Administratum, vol.12 (2013),h.53. 
 43 
 
 
 
 
kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti 
menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap 
terpidana.  
Hak prerogatif diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada 
pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seseorang atau 
sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang 
berlaku.
7
 Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh 
konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam sistem 
hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum 
meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang 
dapat menghapuskan atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya. 
Jika suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri kemudian diajukan 
upaya hukum banding sehingga kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi, 
lalu diajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung 
telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde), maka hanya terdapat 
suatu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menempuh upaya hukum 
peninjauan kembali. Apabila terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka 
pertolongan terakhir yang sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum 
(biasa dan luar biasa) yaitu dengan mengajukan grasi kepada presiden. Grasi 
mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan 
merupakan upaya hukum. 
 Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan 
putusan kasasi atau peninjauan kembali. Suatu permohonan grasi yang diajukan 
kepada presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh presiden. Menurut Jimly 
Asshiddiq:  
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Grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judisial dalam 
rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk 
mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan 
tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.
8
 
a. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Grasi 
Prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan 
hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua siding yang 
memutus perkara pada tingkat pertama. Pengajuan grasi dapat diajukan oleh 
terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling 
rendah 2 (dua) tahun. Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh 
terpidana dan ditandatangani sendiri oleh terhukum atau atas namanya kepada 
presiden. Pengajuan permohonannya hanya dapat diajukan jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2010. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada 
pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) 
untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.  
Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada 
presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara 
pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya 
permohonan grasi dan salinannya. Panitera wajib membuat akta penerimaan 
salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi 
dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi 
persyaratan, panitera membuat akta penolakan permohonan grasi. Prosedur 
penyelesaian permohonan grasi yaitu dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua 
puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi maka 
pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara 
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terpidana kepada Mahkamah Agung. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung harus 
mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden. presiden memberikan 
keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. Keputusan presiden dapat berupa penerimaan dan penolakan 
grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.  
Keputusan presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hati terhitung sejak ditetapkannya Keputusan 
presiden. Salinan keputusan presiden disampaikan kepada : 
1) Mahkamah Agung; 
2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingat pertama; 
3) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan 
b. Adapun Syarat-syarat Pemohon Grasi: 
 Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada presiden 
harus memenuhi syarat yaitu: 
1) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
2) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi  
a) Pidana mati 
b) Pidana penjara seumur hidup  
c) Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun 
 Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain 
sebagai berikut: 
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1) Terpidana  
 Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebut 
terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi. 
2) Kuasa hukum  
 Dalam pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat 
mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus 
terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi. 
3) Keluarga terpidana  
 Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak 
seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa 
melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan 
dari terpidana. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang 
dimaksud keluarga terpidana yaitu istri atau suami, anak kandung, orang tua 
kandung dan saudara kandung terpidana. Permohonan grasi dapat diajukan oleh 
terpidana mati tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi hukuman 
mati. 
4) Menteri Hukum dan HAM 
 Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 memberi wewenang 
kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan 
permohonan grasi. 
c. Bentuk-bentuk Pemberian Grasi 
 Grasi dapat diajukan oleh terpidana kepada presiden apabila putusan 
pengadilan yang memidana seseorang tersebut telah memperoleh kekuatan hukum 
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tetap. Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
adalah: 
1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau 
kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum 
Acara Pidana. 
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 
waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara 
Pidana; atau 
3. Putusan kasasi. 
Bentuk-bentuk grasi (pengampunan) yang diberikan Presiden yaitu berupa: 
1. Peringanan atau perubahan jenis pidana seperti dari pidana mati menjadi 
pidana seumur hidup dan sebagainya. Salah satu bentuk pengampunan 
(grasi) yang diberikan presiden adalah peringanan yang berupa perubahan 
jenis pidana. Pidana yang awalnya diterima oleh terpidana dapat dirubah 
jenis pidananya dengan pidana yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP; 
2. Pengurangan Jumlah Pidana 
Salah satu bentuk pidana ini tidak sama dengan remisi karena pengurangan 
jumlah pidana dalam grasi hanya berupa jumlah pidana awal yang 
dijatuhkan kepada seseorang terpidana dikurangi jumlahnya. Misalnya 
awalnya terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun dan setelah 
mendapat grasi yang berupa pengurangan hukuman pidana penjara selama 
2 tahun sehingga pidana yangdijalani terpidana berkurang menjadi penjara 
selama 4 tahun. Sedangkan yang disebut remisi adalah pengurangan 
hukuman masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila ia 
berkelakuan baik di dalam Lembaga Permasyarakatan dan diberikan setiap 
hari-hari besar. Perbedaan lainnya adalah pengurangan hukuman grasi 
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diberikan oleh Presiden sedangkan remisi diberikan oleh Menteri Hukum 
dan HAM. 
3. Penghapusan Pelaksanaan Pidana (Komutasi) 
Bentuk grasi yang terakhir adalah penghapusan pelaksanaan pidana. 
Pidana yang awalnya diputuskan atas seorang terpidana dapat dihapuskan 
apabila grasinya dikabulkan. Contohnya pidana penjara selama 4 tahun 
dapat ditiadakan/dihapuskan karena terpidana mendapat grasi. 
C. Hak Pemimpin dalam Pemberian Pengampunan 
 Pengertian hak pemimpin adalah kepemimpinan umat dalam rangka 
untuk menegakkan agama dengan menghidupkan dan memfasilitasi ilmu-ilmu 
agama, menegakkan rukun-rukun Islam, melaksanakan jihad dan semua hal yang 
menyangkut urusan jihad, menegakkan fungsi peradilan, menghapus semua 
bentuk ketidakadilan dan kezaliman, amar makruf dan nahi mungkar mewakili 
Nabi Muhammad saw. Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin adalah 
hak loyal serta mendukung imam/penguasa.   
 Tugas kewajiban kepala negara adalah meweujudkan tujuan negara, baik 
tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Misalnya 
negara bertujuan mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan menjunjung 
tinggi hak-hak asasi manusia. Kepala negara dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, termaksud menerbitkan berbagai kebijakan ditunjukkan pada 
pencapaian tujuan tersebut dan dalam pandangan Islam antara fungsi religius dan 
fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan karena diantara 
keduanya terdapat hubungan yang erat sekali.
9
  
                                                             
9
Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam (Jakarta: 
Prenadameda Group, 2014), h. 150 
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 Diantara tugas-tugas terpenting kepala negara dalam pandangan Islam 
adalah menegakan keadilan sesuai dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah 
syariat. Ketika muamalah dan hubungan antar manusia berkembang terus perlu 
dilakukan ijtihad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam:
10
   
Menurut Imam al-Mawardi ada sepulu tugas yang harus dilakukan seorang 
Imam (pemimpin), yaitu: 
1. Memenuhi kebutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang 
estabilish dan ijma generasi salaf. Jika muncul bid’ah, atau orang sesat 
yang membuat syubhat tentang agama. Ia menjelaskan hujjah kepadany, 
merangkai yang benar kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hak-hak 
dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala 
penyimpangan dan ummat terlindungi dari segala usaha penyesatan. 
Sehingga seorang pemimpin memiliki hak untuk memberikan 
pengampunan terhadap orang pembuat bidah tersebut apabila dia telah 
menyadari dan dia mencoba memperbaiki kesalahannya. 
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan 
perseteruan yang terjadi antara dua pihak yang berselisih. Agar keadilan 
menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang 
dan orang teraniaya tidak merasa lemah. 
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat 
bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan 
jiwa maupun harta mereka. 
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-
larangan Allah dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya. 
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan 
kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah 
untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan 
darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim 
(mu’ahid). 
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya dia 
didakwahi hingga dia masuk Islam, atau dia masuk dalam perlindungan 
orang muslim (ahlul dzimmah). Agar hak Allah terealisasi yaitu 
kemenangannya atas seluruh agama. 
7. Mengambil f’ai (harta yang didaptkan kaum muslimin tanpa pertempuran) 
dan sedekah dengan sesuai yang telah diwajibkan syari’at secara tekstual 
atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksaan. 
8. Menentukan gaji dan apa saja yang doperlukan dalam Baitul Mal (kas 
negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkan pada tepat 
waktunya. Tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya. 
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalanka tugas-tugas, dan 
orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-
tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang jujur. 
                                                             
10
Jubair Simorangkir, Fikih Siyasah (Jakarta: Prenadameda Group, 2014), h.205. 
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10. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan, dan mengidentifikasi 
keadaan, agar dia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. 
 Tugas-tugas tersebut tidaklah boleh dideglasikan kepada orang lain 
dengan alasan sibuk, istrahat ataupun ibadah. Jika tugas-tugas tersebut dia 
limpahkan kepada orang lain, sungguh ia telah berpenghianat kepada umat dan 
menipu. 
 Hak dari seorang pemimpin ada sepuluh, yang dimana terdapat hak 
seorang pemimpin menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan 
Allah dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya dan melindungi hak-hak 
hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya. Sehingga seorang 
pemimpin boleh memberikan pengampunan apabila orang tersebut tidak 
melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah maka hal itu akan mengancam 
jiwa raganya. 
 Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau grasi 
oleh presiden atau pemimpin. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat 
sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-
hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang 
boleh diampuni oleh kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada 
hak kepala negara untuk mengampuni hukuman. 
D. Praktik Pemberian Pengampunan dalam Islam 
 Sejarah pemberian pengampunan yang pernah diberikan oleh pemimpin 
baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang 
dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga 
pada masa pemerintahan Utsman. Yang semuanya akan dijabarkan lebih rinci 
dibawah ini: 
1. Mengenai Hukum Potong Tangan Yang Pernah Terjadi Pada Masa 
Kepemimpinan Umar. 
 51 
 
 
 
 
 Pada pemerintahan Umar yang dimana mengenai hukum potong tangan 
terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim paceklik. Karena maksud 
hanya untuk menghindari diri dari kematian atau menyelamatkan diri, sehingga 
dia melakukan tindakan pencurian bukan karena hawa nafsu untuk sengaja 
mengambil atau memiliki barangnya.  
Mengenai masalah ini para ulama fikih sepakat bahwa tidak dipotong 
tangan pencuri pada masa paceklik, karena dalam situasi ini darurat maka 
membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, meskipun pada saat 
itu hukum Islam tentang potong tangan untuk melakukan pencurian sudah berlaku 
dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, 
terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam 
masyarakat dimana orang yang melanggar hukum hudud, itu hidup. Jika belum 
tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena 
pelaksanannya merupakan kezaliman. 
 Di akhir tahun ke 18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan 
Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada musim 
kemarau yang panjang. Hujan yang menjadi ukuran kehidupan mereka, selama 
Sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu. 
 Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap 
pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong tangan yang 
disebut dalam ushul fikih dengan Al illat an Naqisbab.dalam riwayat tersebut 
dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman 
potong tangan, karena ia memperhatikan sejak pelakunya dalam kondisi darurat, 
yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu, sebagaimana disebutkan 
fikih Umar: siapa yang mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan menangguhkan 
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hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi dirinya dan 
dibolehkan yang terlarang karena darurat. Allah berfirman dalam QS al-
Baqarah/2:173. 
                         
Terjemahnya: 
Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11
 
 Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al-Khattab ada dua yang 
bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh kedalam 
kebinasaan dengan tidak diperbolehkannya makan. Kedua menjaga harta orang 
lain dari teraniaya. Keduanya wajib di pelihara, karena kedua-duanya termasuk 
aspek dharuriyat (primer).
12
 
2. Pada Masa Kepemimpinan Ustman bin Affan 
 Bahwa pada masa pemerintahan Ustman menciptakan kondisi yang 
aman, tentram, dan juga makmur. Dalam riwayat yang sahih dinyatakan bahwa 
pada masa pemerintahan Ustman juga tidak ada gangguan keamanaan dari pihak 
musuh, kekayaan melimpah, hubungan antar masyrakat harmonis, mereka diliputi 
perasaan cinta, persaudaraan, dan persatuan serta tidak ada rasa ketakutan antara 
seorang mukmin dengan mukmin yang lain di berbagai penjuru negara Islam. 
 Indikasi lainnya ialah bahwa pintu Ustman senantiasa terbuka bagi 
rakyat, sehingga dia menerima para rakyat dan mendengarkan keluh kesah yang 
sedang dirasakan oleh para rakyatnya. Ketika segolongan orang mengadukan 
                                                             
11
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, h.14. 
12
Desbayy, Makalah Syariqoh (Pencurian), http://desbayy.blogspot.co.id/2015/05/v-
behaviorurldefaultvmlo.html, di (akses pada tanggal 18 Juli 2018) 
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gubernurnya yang bertugas di provinsi Kufah yang tidak lain bernama al- Walid 
bin Uqbah yang tidak lain ialah kerabat dari keluarga Ustman, bahwa 
segerombolan orang tersebut berkata bahwa mereka menyaksikannya sendiri 
bahwa gubernur Kufah pada saat itu sedang meminum khamar. Lalu Ustman pun 
memberhentikan gubernur Kufah yang telah meminum khamar dari masa 
jabatannya karena telah melanggar aturan dan Ustman juga hanya memberikan 
jatuhan hukuman yaitu hukuman berupa pengasingan dari tempat tinggalnya dan 
pencabutan dari masa jabatannya.
13
 
 
                                                             
13
Khalid Kabir allal, Kemelut Dimasa Ustman Diterjemahkan oleh Abdulrahman (Solo: 
Zam-sam, 2015), h.81. 
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BAB IV 
KEWENANGAN PEMBERIAN GRASI DAN URGENSI 
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBERIKAN 
GRASI KEPADA PRESIDEN 
A. Kewenangan Pemberian Grasi oleh Presiden menurut Hukum nasional dan     
    Hukum Islam 
1.  Kewenangan Presiden menurut Hukum Nasional 
 Terkait dengan kewenangan pemberian grasi, kewenangan tersebut 
dimiliki oleh seorang presiden. Kewenangan pemberian grasi tersebut dapat 
ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu menyangkut:
1
 
a. Kewenangan Konstitusional Presiden 
 Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara Indonesia 
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Banyak dijumpai pada negara-
negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang presiden adalah sebagai 
kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang 
Presiden Republik Indonesia. 
 Dalam sistem presidensil, tidak dibedakan apakah presiden adalah 
sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada hanya 
presiden dan wakil presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas 
dan kewenangannya masing-masing.
2
 Dalam hal kewenangan presiden secara 
konstitusional baik sebagai kepala pemerintahan (chief of executive) dan sebagai 
                                                             
1
R. Tony Prayogo, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara 
Pemberian Grasi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 no. 3(29 November 2017), (Jakarta: 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012),h. 
477-500. 
2
Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang 
(Perpu), (Malang, UMM Press, 2003), h.41. 
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kepala negara (head of state) diatur dalam UUD 1945. Sebagai kepala 
pemerintahan (chief of executive) terumus dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 
1945 dan sebagai kepala negara (head of state) yang bertindak untuk dan atas 
nama negara ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, 
dan Pasal 15 UUD 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan 
tunggal (single executive), yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.
3
  
 Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, 
presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. Apabila dipahami secara seksama rumusan pasal tersebut, 
maka ketentuan pasal tersebut memberikan suatu kewenangan konstitusional 
kepada presiden yang memberikan grasi. Kedudukan presiden dalam memberikan 
grasi bertindak untuk dan atas nama negara. 
b. Kewenangan Pemberian Grasi berdasarkan Undang-undang Grasi 
 Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi 
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, pemerintah dan 
DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 jo, Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-undang grasi ini diatur 
mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan 
penyelesaian permohonan grasi. 
 Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam pasal 1 
ayat  (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 yang menyebutkan, grasi adalah 
pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan 
                                                             
3
Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang 
(Perpu),h.41. 
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pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, dan ketentuan 
pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010, yang berbunyi, terhadap 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana 
dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Telah menegaskan kembali 
ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 pemberian grasi merupakan kewenangan 
presiden. 
c. Kewenangan untuk Mengabulkan atau Menolak Permohonan Grasi 
 Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan 
bahwa, presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang 
diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat 
pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak presiden untuk mengabulkan atau 
menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif presiden. Yang mana 
hak prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi 
kepada presiden. 
2.   Kewenangan Presiden menurut Hukum Islam 
 Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan kemaslahatan dan 
kebahagian bagi segenap manusia, baik dalam tujuan hidup didunia terlebih di 
akhirat kelak. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. 
Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. 
Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, 
warna kulit dan agamanya.
4
 Di dalam dunia Islam mengatur kewenangan dalam 
pemberian maaf atau syafa’at itu bisa dilakukan oleh dua golongan yaitu: 
                                                             
4
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 231 
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a.   Ahlul Bait 
  Landasan hukum yang mendasari kenapa ahlul bait atau keluarga menjadi 
objek pemberi maaf sebagai peniadaan hukum, Allah berfirman dalam QS al-
Baqarah/2:178: 
                         
                              
                            
             
Terjemahnya: 
Hoi orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 
yang sangat pedih.
5
 
 Berdasarkan ayat tersebut bahwa kisas ialah mengambil pembalasan 
yang sama. kisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan 
dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang 
wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak 
yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, 
umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah 
Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau 
                                                             
5
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, h.178. 
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membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia 
diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. 
b. Imam atau penguasa 
 Dalam pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin 
umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama 
dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala 
pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk 
menegakkan Islam dan menguru negara dalam bingkai Islam. Dalam hal ini Ibnu 
Taymiyyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang imam. Allah 
berfirman dalam QS al-Nisā/4:58-59. 
                             
                         
                          
                        
               
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. “Hai orang-orang yang 
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
6
 
                                                             
6
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Mushaf al-Fattah, h.6. 
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Berdasarkan ayat pertama, bahwasanya seorang pemimpin agar senantiasa 
mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan 
suatu hukum agar berlaku adil, dan pada ayat kedua, bagi rakyat diwajibkan untuk 
mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan 
kemaksiatan. Oleh karena itu, menurut pendapat Ibnu Taiymiyah tugas 
pemerintahan adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari 
ketimpangan yang mungkin terjadi.  
B. Urgensi Pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam         
Memberikan  Grasi 
1. Urgensi Pertimbangan Menurut Hukum positif 
 Dalam sistem pemerintahan presidensil ini terdapat hak prerogatif 
presiden sebagai kepala negaraa dan kepala pemerintahan. Namun, karena 
kuatnya otoritas yang dimiliki presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan 
terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan ditangan presiden diusahakan untuk 
dibatasi. Pembatasan kekuasaan presiden tersebut dilakukan dengan adanya 
perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahaan 
itu terjadi pada kekuasaan presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan 
kewenangan presiden dalam pemberian grasi.  
Pemberiaan grasi oleh presiden sebagai kepala negara bukan sebagai 
kepala pemerintahan (eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif 
presiden untuk memberikan pengampunan. Pasal 14 UUD 1945 sebelum 
perubahan, presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, 
abolisi, dan rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945 
yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami  perubahan, yaitu dalam hal 
memberi grasi dan rehabilitasi, presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah 
Agung. Dalam Prakteknya setiap permohonan grasi harus disertai dengan 
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pertimbangan Mahkamah Agung, karena grasi mengenai atau menyangkut 
putusan hakim.  
Kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan hukum 
diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan 
bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, 
baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara lainnya. Sedangkan 
kewenangan untuk memberikan nasehat hukum diatur dalam Pasal 35 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung 
memiliki kewenangan untuk memberi nasihat hukum kepada presiden dalam 
menerima dan menolak grasi. Kewenangan tersebut kemudian diperkuat dengan 
dilakukannya perubahan UUD 1945 yang dalam pasal 14 menyatakan bahwa 
presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. 
Adanya syarat pertimbangan Mahkamah Agung tersebut merupakan salah 
satu bentuk checks and balances antara yudikatif dan eksekutif. Karena setelah 
amandemen UUD 1945, sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan 
yang didasarkan atas checks and balances, agar lembaga negara bisa saling 
mengawasi dan mengimbangi sehingga kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, 
presiden seyogyanya tidak menafikkan begitu saja pertimbangan dari Mahkamah 
Agung.  
Surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-
18/Ep.1/I/1999 tertanggal 7 januari 1999 mengenai perihal penyusunan, 
pengiriman dan distribusi risalah pertimbangan grasi yang argumentatif harus 
memuat substansi yang meliputi: 
1. Pertimbangan obyektif yang menyetujui permohonan grasi terpidana 
yang didukung dengan analisis dan argumentasi yang mantap. 
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2. Analisis dan argumentasi tersebut berkenaan dengan berat ringannya 
kesalahan terpidana, tinjauan viktimologis terhadap akibat-akibat yang 
timbul baik terhadap pidana maupun masyarakat, pandangan dan 
penilaian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan. 
3. Berbagai aspek positif atau negatif baik terhadap terpidana maupun 
masyarakat bila permohonan pidana yang dijatuhkan. 
4. Status terpidana dan pelaksanaan terpidana 
a. Pidana yang dijatuhkan telah dijalani atau belum 
b. Ada tidaknya penundaan pelaksanaan pidana sehubungan dengan 
permohonan grasi tersebut. 
c. Sementara menunggu keputusan grasi, apakah terdakwa ditahan 
atau dikeluarkan dari tahanan atau sejak semula terpidana tidak 
ditahan 
d. Lain-lain penjelasan yang dipandang relevan dengan permohonan 
grasi tersebut. 
Penguatan pertimbangan Mahkamah Agung dapat ditempuh melalui 
substansi yuridis, pertama UUD sebagai dokumen sakral hanya mengatur asas-
asas umum sehingga tidak perlu untuk dilakukan pengkajian ulan terhadap pasal 
14 tentang grasi.  Namun yang perlu ditinjau ulang disini adalah Undang-undang 
grasi dimana dalam Undang-undang ini seyogyanya harus diatur secara eksplisit 
mengenai kekuatan mengikat pertimbangan Mahkamah Agung sehingga tidak 
menimbulkan lorong-lorong pelemahan kapasitas pertimbangan Mahkamah 
Agung tersebut. Kapasitas atau penguatan yang coba dibangun adalah 
pertimbangan Mahkamah Agung bersifat mengikat dan wajib diperhatikan 
sebagai alasan utama untuk memberikan atau tidak memberikan grasi, jika 
kemudian presiden mempunyai pendapat lain dari pertimbangan Mahkamah 
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Agung, maka presiden wajib dan berhak membahas bersama dengan cara 
musyawarah untuk mencapai mufakat guna melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia.    
2. Urgensi Pertimbangan Pemberian Pemaafan Dalam Hukum Islam 
 Di akhir tahun ke 18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan 
Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada musim 
kemarau yang panjang. Hujan yang menjadi ukuran kehidupan mereka, selama 
Sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu. 
Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, 
karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut 
dalam ushul fikih dengan Al illat an Naqisbab.dalam riwayat tersebut dapat 
dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong 
tangan, karena ia memperhatikan sejak pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu 
kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu. Sebagaimana disebutkan fikih 
Umar: siapa yang mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan menangguhkan 
hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi dirinya dan 
dibolehkan yang terlarang karena darurat.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut hukum 
nasional diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam ketentuan Pasal 14 
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, presiden memberi 
grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. Kewenangan pemberian grasi berdasarkan 
Undang-undang grasi diatur dalam Undang-undang Nomor 22 
tahun 2002 jo, dan kewenangan untuk mengabulkan atau menolak 
permohonan grasi diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan Kewenangan presiden menurut 
hukum Islam adalah kewenangan dalam hal pemberian maaf atau 
syafa’at dilakukan oleh Ahlul Bait dalam hal ini adalah mendapat 
pemaafan dari ahli waris yang terbunuh, dan yang kedua pemberian 
syafa’at atau pemaaf oleh Imam atau Penguasa dalam hal ini 
berdasarkan penguasa yang memegang kekuasaan.  
2. Urgensi Pertimbangaan Mahkamah Agung dalam Pemberian grasi 
kepada presiden menurut hukum nasional adalah memperkuat 
checks and balances antar lembaga negara, khususnya antara 
yudikatif dan eksekutif. Sedangkan urgensi pertimbangan 
pemaafan oleh penguasa dalam hukum Islam adalah dengan 
melihat keadaan darurat atau alasan mengapa seseorang melakukan 
pelanggaran.  
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B. Implikasi Penelitian 
1. Seorang pemimpin agar dapat senantiasa menunaikan amanat 
kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum 
agar berlaku adil.  
2. Bila memberikan pertimbangan pengampunan agar tidak boleh 
menciderai rasa keadilan itu sendiri. 
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